NO

KEGIATAN

Menyusun daftar informasi yang
dikecualikan yang didapat dari
hasil uji konsekuensi dilakukan
bersama Tim Pertimbangan
PPID sesuai dengan Berita
Acara hasil Uji Konsekuensi
Informasi Publik

Mengklasifikasikan informasi
yang dikecualikan berdasarkan
jangka waktu pengeculian
informasi dan diurutkan
berdasarkan jangka waktu
penyimpanan

Menyampaikan Daftar Informasi
publik yang dikecualikan
kepada Atasan PPID (Pimpinan
Badan Publik) untuk
memperoleh perbaikan dan
koreksi

Menyetujui dan mengesahkan
daftar informasi yang

dengan Surat Keputusan Bupati
Pesisir Selatan

Dipindai dengan CamScanner
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I. Standar Operasi
perasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Nomor SOP G¥./ SOP/WNKT/2020

VHE”E.—.E NAGARI KUBU TAPAN Tanggal Pembuatan 06-Jan-20
Tanggal Revisi 07-Jan-20
Tanggal Efektif 08-Jan-20

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Disahkan oleh WALI NAGARI KUBU TAPAN
(PPID)
Nama SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. |Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. [Minimal SMA/Sederajat

2. |Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

. | Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan

3. |Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

2
3. |Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan
4

Tahun 2008
4. _un_..bnEdb Zobnnd Dalam Zomnﬂ EE.. 2017 ﬂn:rw:w voncBmu wnnwn_onmbb vo_uwwbmb

Informas
S. |Peraturan NEEE F.?—.Bmw— ZQBE, 1 ._,wvg uo 5 »opnm.:w mgawn r&ﬁ:mb Eo..Emm.

S. Z&EEE wanBmEmb Bn:m&m—_ «FB nmb B.qoﬂunﬂ

4 Eo-E.EB waEmBmeb Bnawwn.ﬂﬁm. dan Eonww—nu.mwuu. Enoa!u dan dokumen

Publik
6. |Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

6. |[Memahami dan memiliki kemampuan menggunakan IT

Sengketa Informasi Publik.
7. |Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir
Selatan

Peralatan/perlengkapan

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Melalui Website
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

6. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Komputer

S. Jaringan Internet
6. Daftar Informasi Publik

Pencatatan dan pendataan

nngatan
1. Apabila Daftar Informasi Publik ini dibuat, maka pelaksanaan kegiatan pelayanan
permohonan informasi publik akan terkendala dan tidak optimal
2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan

tidak akan tercapai

- Disimpai dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



